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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang   

Karst merupakan topografi unik yang terbentuk akibat adanya 

aliran air pada bebatuan karbonat (biasanya berupa kapur, dolomit atau 

marmer)1. Proses geologi ini, terjadi selama ribuan tahun, 

menghasilkan permukaan yang berlubang-lubang vertikal, sungai-

sungai, dan mata air bawah tanah hingga gua dan sistem drainase 

bawah tanah yang kompleks. 

Istilah karst berasal dari bahasa Jerman dan merupakan turunan 

dari bahasa Slovenia yang mempunyai arti lahan gersang berbatu.2 

Seperti halnya pegunungan yang ada di dunia. Ada banyak manfaat 

dari kawasan karst. Pertama sebagai gudang penyimpanan sumber 

daya alam yang melimpah. Kedua, keberaadan karst mampu 

menyimpan air dalam jumlah besar sekaligus menjadi rumah bagi 

ribuan spesies flora dan fauna. Selain menjadi cagar alam keindahan 

batu karst juga menjadi daya tarik sebuah daerah hingga dapat 

mendatangkan keuntungan dari sektor pariwisata.  

Kawasan karst di Indonesia memiliki luas sekitar 15,4 juta 

hektare dan tersebar hampir di seluruh Indonesia. Dengan luas 

tersebut, Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara dengan 

                                                             
1
  Susilawati Nurhasanah Bachtiar. Biologi dasar Terintegerasi. (Publishing and 

Consulting company. 2018) hal 18 
2
 Adji.T.N Atmospheric Carbondioxide Sequestration Trough Karst Denudation 

Process. 
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kawasan karst terluas di asia tenggara.3 Dari beberapa kawasan karst 

yang tersebar di seluruh Indonesia, kawasan  yang berada di 

Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep merupakan bentangan 

karst terpanjang yang ada di Indonesia bahkan di Asia Tenggara4. 

Pada kawasan karst tersebut terdapat beberapa situs arkeologi 

peninggalan kehidupan manusia dari zaman poleolitikum yang berada 

di beberapa Gua pada area Perbukitan. Dengan danya peninggalan 

arkeologi tersebut, pemerintah menetapkan dan menjadikannya 

sebagai kawasan cagar alam.5  

Selain sebagai cagar alam, kawasan kasrt tersebut juga telah 

ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, namun saat ini batasan 

menegenai area karst yang bisa dikelola untuk keperluan industri dan 

area karst yang menjadi hutan lindung masih belum jelas6. Pemerintah 

melalui Kementerian Energei dan Sumber Daya Mineral  telah 

membuat beberapa kebijakan yang berfungsi sebagai tata kelola 

kawasan karst.  

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst 

telah menentukan nilai-nilai yang dimiliki oleh kawasan karst, yaitu (1) 

                                                             
3
 Adji.T.N Atmospheric Carbondioxide Sequestration Trough Karst Denudation 

Process 
4
 Database Karst Sulawesi Selatan, 2016. Badan Lingkungan Hidup Sulawesi 

Selatan. 
5
 Andi Fantinaware, Akhmad Fauzi .  Setia Hadi. 2019. Kebijakan Pengelolaan 

ruang dan keberlanjutan Kawasan Karst Maros Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan.  
6
 Rizal Pauzi, 2014. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Kehutanan 

Masyarakat Di Sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros 
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Nilai ekonomi, berkaitan dengan usaha pertanian, kehutanan, 

pertambangan, pengelolaan air dan pariwisata; (2) Nilai ilmiah, 

berkaitan dengan ilmu-ilmu kebumian, speleology, biologi, arkeologi 

dan paleontologi; dan (3) Nilai kemanusiaan, berkaitan dengan 

keindahan, rekreasi, pendidikan, unsur-unsur spiritual dan agama atau 

kepercayaan. Dalam aturan tersebut juga telah menetapkan klaisifikasi 

kawasan karst yang dibagi menjadi tiga kelas yaitu, kawasan kars kelas 

I, kawasan kars kelas II, dan kawasan kars kelas III. Setiap kelas 

kawasan karst menentukan aktivitas yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan di dalam kawasan tersebut.  

60 persen kawasan karst yang berada di Kabupaten Maros atau 

lebih dari setengah wilayahnya telah ditetapkan menjadi hutan lindung 

(taman nasional bantimurung) yang sebelumnya merupakan hutan 

masyarakat. Kawasan karst tersebut resmi menjadi hutan lindung pada 

tahun 2004. Pengubahan status tersebut mengakibatkan aktivitas 

penebangan atau penambangan  diwilayah karst tidak lagi 

diperbolehkan. Pada tahun 2012 Menteri ESDM telah mengganti 

Permen ESDM No.1456/2000 ke Permen No. 17 Tahun 2012. Ada 

beberapa point yang telah diubah khususnya terkait pengelolaan 

kawasan karst namun ada juga beberapa point yang masih 

dipertahankan, salah satunya ialah klasifiaksi kawasan karst kelas satu 

sampai tiga. 
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 Klasifikasi kawasan karst masih merujuk pada Kebijakan awal 

yaitu Permen ESDM No. 1456/2000 dan masih digunakan hingga ke 

Permen ESDM no 17 tahun 2012. Hal ini dilakukan untuk 

memaksimalkan nilai-nilai yang ada di kawasan karst. Namun kebijakn 

dari Menteri ESDM tidak membahas secara detail mengenai 

perlindungan, perawatan dan pemulihan kawasan karst. Kurangnya 

pembahasan mengenai kerusakan lingkungan pada peraturan tersebut 

telah menciptakan ruang bagi oknum untuk memanfaatkan kawasan 

karst secara berlebihan. Hal inilah yang terjadi dan terlihat pada 

kawasan karst yang berada di Kabupaten Maros dan Kabupaten  

Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang mengalami degradasi 

lingkungan. 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi degradasi lingkungan, 

namun penyebab utama dari degradasi lingkungan tersebut juga masih 

diperdebatkan.  Ada yang berpendapat bahwa masyarakat industrialis 

adalah penyebab utama degradasi lingkungan namun ada juga yang 

mengatakan bahwa kelompok kapitalis menjadi pendorong utama 

terjadinya hal tersebut. Menurut David Goldblatt, keduanya mempunyai 

andil yang sama, minimnya pengetahuan tentang alam yang diketahui 

oleh pemeritah dan swasta dalam mengelola lingkungan menjadikan 

industri-kapitalis menjadi penyumbang terbesar kerusakan lingkungan7.  

                                                             
7
 David Goldblatt,  Analisa Ekologi Kritis. (Resist Book.2015) hal 10 
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Semakin banyaknya bukti bahwa saat ini telah terjadi degradasi 

lingkungan di kawasan karst mendorong beberapa tokoh masyarakat 

yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat sebuah 

kebijakan khusus untuk melindungi bentang alam karst beserta isinya. 

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman dan 

pengelolaan kawasan essensial karst adalah kebijakan pertama yang 

dibuat khusus untuk melindungi kawasan karst di seluruh Indonesia. 

Perda tersebut adalah contoh partisipasi pemerintah daerah dalam 

melengkapi kekurangan pada kebijakan dari pemerintah pusat. Saat ini 

khusus untuk pengelolaan kawasan karst secara umum pemerintah 

masih menggunakan Permen No.17 tahun 2012 dan disaat yang sama 

untuk antisipasi pada pengelolaan yang bersifat manipulative oleh 

oknum maka Pemerintah daerah menerapkan perda No.3 Tahun 2019.   

Berdasarkan Peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan nomor 

3 tahun 2019 tentang Perlindungan dan pengelolaan kawasan 

Ekosistem Esensisal Karst Maros Pangkep. menjelaskan bahwa 

pemerintah yang bertanggung jawab mengelola dan melindungi 

kawasan karst akan melakukan inventarisasi wilayah karst, 

Perencanaan dan penetapan fungsi kawasan karst dan Pengawas 

aktivitas industry di kawasan karst. Dalam melakukan semua aktivitas 

itu Pemerintah yang disebutkan dalam penelitian ini tidak hanya 

Pemerintah Kabupaten Maros saja tetapi juga Pemerintah Provinsi 

Sulawesi selatan, Dinas Lingkungan hidup, kementrian kehutanan dan 
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kementrian ESDM dan beberapa lembaga pemerintah yang 

bertanggung jawab mengelola dan melindungi kawasan tersebut.  

Khususnya perda no.3 tahun 2019 yang dimaksud pemerintah 

daerah adalah pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan Gubernur 

memiliki hak untuk memberikan wewenang pada pemerintah 

kabupaten. Oleh karena itu pemerintah daerah adalah afiliasi antara 

pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Perda ini dibuat 

khusus untuk membatasi aktivitas yang dilakuakn beberapa 

perusahaan yang beroperasi di kawasan karst Maros-Pangkep. 

Kawasan karst terdapat perusahaan raksasa penyedia bahan 

semen yang menjadi pemasok utama bahan bangunan di provinsi 

Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Dalam pengelolaannya menggunakan 

bahan peledak untuk mengambil batu granit dari kawasan karst. 

Tingginya tingkat produksi membuat keberadaan perusahaan/pabrik 

tersebut dapat merusak lingkungan.  

Penambangan besar masih dilakukan karena dalam peraturan 

pemerintah menetapkan kelas kawasan karst secara umum atau tidak 

terperinci, meskipun telah membaginya menjadi 2 seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Hal ini dapat menjadi celah bagi oknum untuk 

mengeksploitasi alam tanpa memikirkan dampak panjang akibat 

kerusakan lingkungan. Padahal untuk mengalih fungsikan kawasan 

karst menjadi tambang diperlukan beberapa kriteria, yakni adanya 

sumber mata air, Nilai sejarah seperti peninggalan manusia prasejarah 
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hingga keberadaan satwa dan flora yang menjadi endemic Sulawesi 

selatan.  

Jika memang kawasan tersebut sesuai dengan kriteria yang 

tercantum dalam peraturan menteri energi dan sumber daya lalu 

mengapa pertambangan masih marak terjadi di kawasan tersebut, 

bagaimana peran Pemerintah atas pertambangan yang terjadi di 

kawasan tersebut. 

Peran lain pemerintah ialah analisis lingkungan yang dilakukan 

oleh agen yang mengevaluasi dan menyimpulkan potensi Aktifitas 

pertambangan, Proses itu disebut AMDAL setiap perusahaan yang 

melakukan aktivitas yang menghasilkan limbah atau aktivitas 

penambangan skala besar harus memilki Analisis Dampak Lingkungan 

atau AMDAL 

Kapasitas pemerintah Daerah Kota Maros sebagai pemerintah 

setempat yang merasakan dampak langsung dari keberadaan tambang 

bertugas sebagai agen pengawas keberlangsungan tambang. Meski 

kondisi kawasan karst di Maros lebih baik dari kondisi kawasan karst di 

daerah lain namun seharusnya tidak membuat pemerintah kabupaten 

Maros menjadi lengah terhadap pelanggaran yang terjadi disana. ada 

beberapa bukti mengenai kebijakan pemerintah melindungi karst masih 

mempunyai beberap kelemahan dalam aspek penerapan kebijakan. 

Melalui beberapa kasus pelanggaran yang terjadi di kawasan tersebut. 
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penulis telah mengumpulkan beberapa kasus pengerusakan alam di 

kawasan karst kabupaten Maros.  

1. Sengketa warisan alam dan budaya kawasan karst Maros-

pangkep. Dikutip dari situs kemendikbud 8 “ PT. Semen tonasa 

dan PT.Bosowa terus gencar melakukan expansi terhadap lahan 

konsesi, pembangunan pabrik dan infrastruktur pendukung 

usaha penambangannya, hingga mampu mengahsilkan produksi 

semen 5.980.000 ton.  

2. Bencana air bah di Balocci karena kerusakan kawasan karst9. 

Dikutip dari tribun news” bencana air bah yang menewaskan 4 

orang beberapa waktu yang lalu adalah dampak dari kerusakan 

batu kapur akibat penambangan semen di wilayah tersebut” 

3. Dikutip dari jawapos10 “ direktur wahana lingkungan Hidup 

SulSel Muhammad Al Amin mengatakan bahwa salah satu dari 

lokasi yang terdampak akibat tambang terdapat di kecamatan 

tondong tallasa. Berdasarkan hasil ivestigasi sepanjang tahun 

2018 terdapat 24 perusahaan yang memiliki IUP (Izin Usaha 

Pertambangan) yang terus melakukan ekspansi lahan di 

kawasan karst Maros-pangkep. Ancaman yang paling nyata 

ialah buruknya kualitas udara hingga pencemaran air” 

                                                             
8
Arkenas.kemednikbud.go.id (sengketa warisan alam dan budaya di kawasan karst 

Maros-pangkep 
9
 https//makassar.tribunnews.com “bencana balocci karena kerusakan karst  

10
 http//jawapos.com “2 kerusakan lingkungan terparah di sulawasi selatan 



9 
 

Ketiga artikel tersebut muncul sebagai sebuah alarm bahaya 

bahwa ekspansi lahan yang dilakukan pihak swasta di kawasan karst 

Maros telah masuk dalam kategori mengkhawatirkan. Beberapa 

bencana alam mulai bermunculan sebagai akibat dari penambangan 

tersebut.  

Fokus penelitian ini terletak pada peran pemerintah dalam 

menjaga dan mengelola kawasan karst di wilayah Maros melalui 

Kebijakan publik yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam 

mengatur semua aktivitas yang ada dalam kawasan karst guna 

mengelola dan menjaga kelestarian karst. Selain itu, penelitian ini juga 

untuk melihat bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah atas ijin yang diberikan kepada perusahaan baik skala 

besar ataupun skala kecil. Khawatiran penulis pada degradasi 

lingkungan yang berdampak buruk jika kawasan karst terus digerus, 

mendorong penulis untuk menyusun penelitian ini. 

 Dari sudut pandang ekonomi politik keberadaan kawasan karst 

merupakan sebuah sumber daya alam melimpah yang berarti juga 

menjadi sumber pendapatan besar yang mampu memberikan dampak 

yang besar bagi pendapatan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh 

kawasan Karst tersebut, maka perlu adanya control Pemerintah atas 

aktivitas masyarakat atau pihak swasta yang memanfaatkan kawasan 

karst di Kabupaten Maros. 
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 Proses evaluasi terhadap peraturan yang menetapkan standar 

operasi di dalam kawasan karst dan proses pengawasan 

keberlangsungan aktivitas dalam kawsan karst perlu dianalisis lebih 

jauh dengan memepertimbangkan dampak jangka panjang jika 

merusak sebagian dari kawasan karst mengingat kawasan karst adalah 

sebuah kesatuan dimana menghancurkan sebagain kawasan karst 

akan merusak keseimbangan rantai Lingkungan yang selama ini telah 

lama saling melengkapi.  

Pada penelitian ini penulis juga melakukan penyelidikan dengan 

cara menyesuaikan antara peraturan pemerintah yang berlaku dan 

kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Berdasarkan latar 

belakang permalasahan di atas, maka penulis menyusun judul 

penelitian: “Kebijakan Penanganan dan Pengelolaan Karst oleh 

Pemerintah daerah Kabupaten Maros”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan  pokok 

permasalahan yakni: 

1. Bagaimana pemanfaatan kawasan karst di Maros oleh 

Pemerintah Daerah? 

2. Bagaimana kontrol Pemerintah Kabupaten Maros atas dampak 

yang ditimbulkan akibat pengelolaan kawasan Karst? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang diuraikan diatas maka 

tujuan penelitian ini ialah: 

1. Mengetahui bentuk-bentuk pemanfaatan kawasan karst oleh 

Pemerintah Kabupaten Maros. 

2. Menganalisis  bentuk control Pemerintah Kabupaten Maros atas 

dampak yang ditimbulkan  

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi dua 

hal yakni 

1.4.1. Manfaat Praktis 

Manfaat prkatis ialah manfaat yang mampu digunakan dalam 

kehidupan sehari hari, manfaat tersebut ialah: 

a. Sebagai referensi bagi mahasiswa yang berniat mengkaji 

peraturan yang bersangkutan dengan lingkungan hidup 

b. Sebagai referensi bagi masyarakat tentang pengelolaan 

kawasan karst yang ideal 

c. Sebagai referensi bagi bagi pemerintah untuk mengkaji ulang 

peraturan yang telah di tetapkan 

d. Sebagai referensi bagi komunitas dan lembaga lingkungan hidup 

dalam mengkritik kebijakan pemerintah indonesia 

e. Sebagai referensi bagi masyarakat tentang manfaat kawasan 

karst 
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f. Sebagai referensi bagi swasta dan masyarakat tentang dampak 

lingkungan yang terjadi jika kawasan karst rusak. 

1.4.2. Manfaat teoritis 

Penulis berharap penelitian ini mampu berkontribusi langsung 

maupun tidak langsung dalam perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu yang mengkaji kebijakan pemerintah dan juga politik 

yang berkaitan dengan kondisi lingkungan. Penulis juga berharap dapat 

memberikan sumbangan ide bagi pemerintah dalam mengelola 

kawasan karst yang baik bagi masyarakat dan juga baik bagi 

perkembangan ekonomi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis membahas uraian teori dan konsep yang 

dijadikan landasan penelitian. Teori terkait ialah teori kebijakan publik. 

Pada bab ini juga penulis membahas penelitan sebelumnya yang terkait 

dengan penelitian ini dan  membahas kerangka pikir. 

2.1. Teori Kebijakan Publik  

Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan asas yang 

menjadi landasan dan juga pedoman dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan, kepemimpinan suatu lembaga, pedoman cara melakukan 

sesuatu dan bertujuan untuk mengatur setiap usaha atau tindakan 

dalam mencapai tujuan masing masing11. Sedangkan definisi Kebijakan 

Publik (Publik Policy) adalah rangkaian pilihan yang saling 

berhubungan (termaksud keputusan-keputusan yang tidak bertindak), 

yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. 

Dalam perjalanan kehidupan suatu negara, pemerintahan, 

organisasi pada umumnya akan mengenal konsep kebijakan karena 

kebijakan berkaitan dengan pengambilan keputusan yang didalamnya 

bermakna melanjutkan suatu tindakan untuk melakukan atau tidak 

melakukan, atau ada perintah dan larangan melakukan tindakan. 

Kebijakan publik dalam praktiknya tidak lepas dari fungsi aparat 

                                                             
11 Purwanto.E.A.Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. (Gave 
Media, Yogyakarta. 2012) 
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pemerintahan dalam mengatur setiap kegiatan masyarakat, mulai dari 

kegiatan dagang, perjanjian kerja, pendidikan, kesehatan dan lain lain 

semuanya diatur dalam kebijakan yang tertuang dalam uud, peraturan 

pemerintahan, peraturan menteri hingga peraturan daerah.  

Dengan kata lain fokus utama dari kebijakan publik ialah 

pelayanan masyarakat. Hal tersebut menjadi upaya pemerintah dalam 

mempertahankan dan miningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban 

menyediakakan pelayanan publik dengan hak untuk meanarik pajak 

retribusi, dan menyeimbangkan berbagai kelomok dalam masyarakat 

dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanah konstitusi.12 

Pemerintah berkawajiban mengatur keseimbangan antara kelompok di 

wilayah mereka, agar kesenjangan sosial dapat terkendali. Namun 

pemerintah dalam membuat kebijakan publik haruslah bersifat plural, 

artinya keputusan yang diambil tidak boleh hanya mementingkan suatu 

kelompok dan mengabaikan kelompok yang lain.  

Pada hakikatnya fungsi utama pemerintah mengatur kehidupan 

masyarakat di negara mereka ialah menjamin bahwa setiap masyarakat 

mendapatkan hak mereka dengan utuh, menghilangkan diskrimnasi 

sosial dan ekonomi. Namun dalam implementasinya kadang kebijakan 

Publik yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan mengalami 

berbagai masalah yang cukup kompleks. Berdasarkan masalah yang 

                                                             
12

 Endang Soentari di Sahya Anggara. Kebijakan Publik.(Cv.Pustaka Setia. 2018) 
hal 24   
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muncul dalam implementasinya maka dari itu study tentang kebijakan 

Publik pun diciptakan, sebagai upaya masyarakat dalam memantau 

setiap manufer politik yang dilakukan oleh pemerintah yang berpotensi 

merugikan orang orang banyak. Kebijakan publik dapat diartikan 

sebagai suatu hukum. Namun tidak hanya terbatas pada hukum itu 

sendiri, peran kebijakan publik yang sentral harus dipandang secara 

utuh. Hingga saat ini ada banyak ahli yang mencoba untuk 

mendefinisikan Kebijakan Publik secara utuh. Namun penulis 

menggunakan pendapat dari William N. Dunn dalam bukunya yang 

berjudul Analisis kebijakan publik (2003) sebagai rujukan utama. Dan 

menggunakan beberapa pendapat ahli yang sejalan dengan william N. 

Dunn sebagai penjelas.  

Ada beberapa focus dalam analisis kebijakan public pertama 

ialah perancangan kebijakan public. Kegiatan ini ialah melihat proses 

perancangan kebijakan public oleh wakil wakil rakyat atau perangkat 

pemerintahan. Ada beberapa tahap dalam merancang pertama ialah 

Menampung semua aspirasi masyarakat sangat diperlukan dalam 

menyusun sebuah kebijakan, selanjutnya peran aktif pemerintah dalam 

menyeleksi kebutuhan masyarakat tersebut berdasarkan kondisi 

masyarakat, kedua hal tersebut adalah langkah-langkah yang akan 

dilakukan oleh pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan. Pada 

tahap kedua kepekaan pemerintah dalam menyusun kebutuhan 

masyarakat akan menjadi penentu batasan-batasan yang akan 
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diterapkan pada sebuah kebijakan yang berhubungan langsung dengan 

kehidupan masyarakat sedangkan jika berkaitan dengan swasta dan 

pemerintah kebijakan akan berkaitan erat dengan untung rugi yang bisa 

terjadi antara pemerintah dan pihak swasta. pengambilan keputusan 

kebijakan adalah hasil politik, oleh sebab itu sebagai negara demokrasi 

dimana rakyat terlibat langsung sebagai pengawas jalannya 

pemerintahan studi analisis kebijakan politik dilakukan agar keputusan 

pemerintahan tidak salah sasaran. Analisa kebijakan publik adalah 

salah satu disiplin ilmu politik yang menggunakan metode pengkajian 

argumentasi politikus dalam berdebat atau pidato dan juga informasi 

yang relevan dengan kebijakan. Setelah informasi yang valid sudah 

bisa dijadikan landasan dalam mengkritik kebijakan politik.13  

Tahap selanjutnya dalam proses analisa kebijakan publik ialah 

agenda kebijakan. Agenda kebijakan ialah tuntutan agar pemerintah 

selaku pembuat kebijakan memilih atau terdorong untuk melakukan 

tindakan tertentu. Artinya pemerintah akan merasa terdorong dalam 

menyusun agenda sistematik untuk lembaga dalam menyusun ulang 

dalam rangka memperbaiki atau membatalkan kebijakan politik yang 

akan atau sudah berlaku Dalam pelaksanaanya, kebijakan publik harus 

diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis yang berlaku internal dan birokrasi. Jika ditinjau dari sisi 

masyrakat, yang terpenting ialah adanya standar pelayanan publik yang 

                                                             
13

 William dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua (Gadjahmada 
Press.2003) hal 56  
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diadakan oleh pemerintah yang mampu menjabarkan kepada 

masyarakat tentang pelayanan yang memang menjadi hak-nya, cara 

mendapatkan pelayanan tersebut, persyaratan yang harus dipenuhi 

dan bentuk layanan yang akan diterima oleh masyarakat. Hal ini akan 

mengikat negara atau pemerintah sebagai pemberi layanan dan 

masyarakat sebagai penerima layanan. Fokus politik pada kebijakan 

publik mendekatkan kajian politik pada administrasi negara karena 

kesatuan analisisnya adalah proses pengambilan keputusan sampai 

dengan evaluasi dan pengawasannya.  

A. Tingkatan Kebijakan Publik 

Ada beberapa tingkatan kebijakan, menurut Said Zainal Abidin14 

dalam sahya anggara mengatakan ada tiga tingkatan Kebijakan yakni. 

Kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis. 

1. Kebijakan Umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau 

petunjuk pelaksanaan, baik yang bersifat positif maupun yang 

bersifat negatif, yang meliputi seluruh wilayah atau instansi yang 

bersangkutan. 

2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan 

kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah 

tentang pelaksanaan suatu undang-undang. 

3. Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada di 

bawah kebijakan pelaksanaan. 

                                                             
14

 Said Zainal Abidin. Kebijakan Publik.(Yayasan Pancur wisah.2002) hal 10 



18 
 

Mengenai tingkatan kebijakan publik secara teknis, lembaga 

administrasi negara15 mengemukakan sebagai berikut: 

a. Lingkup Nasional 

1. Kebijakan Nasional  

Kebijakan nasional adalah kebijakan negara bersifat 

fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/ 

Negara sebagaimana telah diatur dalam UUD tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa MPR, Presiden dan DPR adalah yang 

berwenang menetapkan peraturan perundang undangan yang 

bisa berupa Undang-Undang (UU) , Peraturan Pemerintah 

pengganti Undang undang (PERPU). 

2. Kebijakan Umum 

Kebijakan umum adalah Kebijakan presiden sebagai 

pelaksanaan UUD, TAP MPR, dan UU untuk mencapai tujuan 

nasional. Presiden berwenang menetapkan kebijakan umum. 

Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk peraturan 

presiden (PP), keputusan presiden dan Instruksi presiden. 

3. Kebijakan Pelaksanaan  

Kebijakan pelaksanaan adalah penjabaran dari kebijakan umum 

sebagai strategi pelaksanaan  tugas di bidang tertentu. Dalam 

menetapkan kebijkan pelaksanaan, adalah menteri atau pejabat 

setingkat menteri dan pimpinan LPND. Kebijakan tertulis dapat 

                                                             
15

 Erwan agus purwanto dan Dyah Ratih sulistyastuti. Implementasi kebijakan 
Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. (Gava MediaYogyakarta. 2015) hal.31 
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berupa peraturan menteri (PERMEN), keputusan atau instruksi 

pejabat. 

b. Lingkup Daerah 

1. Kebijakan Umum 

Kebijakan umum di lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah 

daerah sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka 

mengatur urusan rumah tangga daerah. Dalam menetapkan 

kebijakan umum, di daerah provinsi, yang berwenang adalah 

gubernur dan DPRD provinsi. Di daerah kebupaten/kota 

ditetapkan oleh bupati walikota dan DPRD kebupaten/kota. 

Kebijakan umum di tingkat daerah dapat berbentuk peraturan 

daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. 

2. Kebijakan Pelaksanaan 

Kebijakan Pelaksanaan di lingkup wilayah/ Daerah  ada tiga 

macam, yaitu: 

a. Kebijakan Pelaksanaan dalam rangka desentralisasi 

merupakan realisasi pelaksanaan peraturan daerah. 

b. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi 

merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di daerah 

c. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan 

(medebewind) merupakan pelaksanaan tugas pemerintah 

pusat di daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah. 
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B. Pelaksana Kebijakan Publik 

Berikut ini yang berwenang menetapkan kebijaksanaan 

pelaksanaan antara lain: 

1. Dalam rangka desentralisasi adalah Gubernur/ Bupati/ 

Walikota 

2. Dalam Rangka dekonsentrasi adalah gubernur / Bupati / 

walikota 

3. Dalam rangka tugas pembantuan adalah gubernur / bupati / 

walikota 

4. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas 

pembantu berupa keputusan dan instruksi gubernur / bupati 

/walikota 

5. Dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi berbentuk 

keputusan gubernur / bupati / walikota16. 

Perangkat pemerintah menjadi actor utama yang melaksanakan 

atau mengimplementasikan kebijakan kebijakan publichingga mampu 

menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memahami kebijakan. 

Melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan publik bukanlah 

hal yang sederhana. Karena sifatnya yang bisa berimplikasi luas, baik 

kepada pemerintah maupun pada masyarakat. Dalam implementasinya 

setidaknya ada beberapa elemen elemen yang terdapat dalam 

kebijakan publik yang harus diperhatikan, menurut Suaeb mengutip dari 

                                                             
16

. Erwan agus purwanto dan Dyah Ratih sulistyastuti. Implementasi kebijakan 
Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. (Gava MediaYogyakarta. 2015) hal.25 
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Burdock17 bahwa ada tiga aspek yang berkaitan dengan kebijakan 

publik yang perlu diperhatikan. Pertama, aspek kesejarahan yang 

mecakup perubahan kebijakan yang terjadi dalam konteks kebijakan 

sama yang pernah dibuat. Kedua, aspek Lingkungan,kebijakan publik 

tidak mungkin terlepas dari pengaruh lingkungan, yaitu ketika kebijakan 

tersebut dibangun dan dilaksanakan.ketiga, aspek Kelembagaan suatu 

kebijakan publik pasti akan selalu berhubungan dengan berbagai 

lembaga/instansi. 

C. Elemen elemen Kebijakan Publik 

Merujuk pada pendapat Meltzner (1976)18 bahwa  dalam 

perspektif konseptual, variable variable yang perlu diperhatikan dalam 

penyusunan suatu kebijakan adalah sebagai berikut.  

a. Persepsi 

Substansi atau materi kebijakan perlu diuraikkan secara jelas 

termaksuk latar belakang dan permasalahan yang mendorong 

perlunya mengangkat gagasab kebijakan tersebut. Pendefinisian 

yang jelas dan tegas diharapkan tidak menimbulkan 

multipresepsi terhadap substansi kebijakan. 

b. Agregasi 

Identifikasi ruang lingkup dan kuantitas berbagai pihak yabg 

akan terkena dampak sebuah kebijakan . materi harus mampuu 

                                                             
17

 Suaeb. Proses Kebijakan Publik di Indonesia Manajemen Pembagunan. 
(Bandung PKP2A I LAN. 1998) hal 22 

18
 Arnold. J. Meltzner. policy analysist in the bureaucracy.(University of California 

Press. 1976) hal. 156  
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mengakomodasikan berbagai kepentingan stokeholder atau 

pembuat kebijakan. Stokeholder secara proposional dan 

berkeadilan, urgen , serta prioritas. 

c. Organisasi 

Hal ini perlu dicermati tentang record para pelaku (policy maker) 

yang terlibat dalam pengusulan sebuah kebijakan. Usulan 

kebijakan hendaknya sesuai dengan wewenang dan otoriitas 

instansi/organisasi tanpa ada kepentingan kelompok tertentu di 

dalamnya 

d. Agenda setting 

Tata cara atau prosedur yang ditempuh dalam mencapai status 

agenda (dari gagasan hingga mencapai status agenda), 

sosialisasi dan internalisasi kepada para stakeholders dan 

shareholder hendaknya dilakukan sejak proses perumusan, 

pembahasan sampai dengan ditetapkannya suatu kebijakan. Hal 

ini penting untuk meminilisasi ketidakpuasan dan pemahaman 

yang berbeda. 

e. Formulasi 

dalam hal ini beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 

lembaga yang mengusulkan sebuah kebijakan, sumber data/ 

informasi termaksud ketersediaan anggaran, dasar hukum, yang 

dijadikan acuan dan prosedur penetapan kebijakan. Dalam 

formalasi kebijakan, kepentingan dan ego sektoral harus 
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diminilisasi. Lembaga pengusul (policy maker) harus 

mengartikulasi dan mengregasikan kepentingan dalam rangka 

tugas pelayanannya. 

Di atas telah disebutkan bahwa elemen elemen yang 

mempengaruhi sebuah kebijakan publik, pada tahap selanjutnya 

penulis akan menjabarkan tiga proses penyusunan kebijakan publik. 

Formulasi, Implementasi dan evaluasi. Ketiga tahap tersebut adalah 

sebuah kesatuan yang tak boleh dipisah. Bahkan menurut Erwan Agus 

Susanto dan dyah Ratih sulistyastuti (2015) dalam bukunya berjudul 

implemetasi kebijakan publik : Konsep dan aplikasinya di indonesia 

mengatakan bahwa dokumen yang dijadikan pertimbangan oleh 

pemerintah dan stakholder yang lain dalam menyusun kebijakan publik 

sering tidak sesuai dengan realitas diatas lapangan maka dari itu studi 

implementasi dibuat, agar masyarakat bisa meninjau kesuksesan 

sebuah kebijakan dalam implementasinya di lapangan.  

D. Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut William dunn ,Memberikan beberapa kriteria mengenai 

implementasi kebijakan public. Kriteria tersebut bisa digunakan untuk 

mengevaluasi keberhasilan sebuah kebijakan public, perumusan 

sebuah kebijakan yang berlandasakan pada evaluasi kondisi sosisal 

masyarakat sangat diharapkan mampu menyelesaikan masalah-

masalah tersebut. Untuk menilai keberhasilan sebuah kebijakan public 

tentu dapat dilihat dari seberapa besar dampak yang diberikan oleh 
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kebijakan tersebut saat diterapkan di tengah masyarakat. Untuk 

menganalisanya diperlukan beberapa indicator agar kesimpulan dapat 

dibuat. Dalam hal ini William dunn memberikan perhatian khusus pada 

analisis kinerja kebijakan public. Pemantauan kinerja kebijakaakan 

menghasilkan informasi mengenai sebab dan konsekuensi sebuah 

kebijakan
19

. William Dunn menyarankan dalam evaluasi kinerja 

kebijakan sebaiknya ditekankan pada pembentukan premis premis 

mengenai kebijakan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan 

tentang hasil kinerja kebijakan, dalam proses pemantauan pertanyaan 

apa yang terjadi? Bagaimana dan kenapa? Lalu dalam evaluasi 

kebijakan pertanyaan yang diperlukan ialah “apa perbedaan yang 

dibuat?”  

Evaluasi dan pemantuan dalam analisis kebijakan mempunyai 

arti yang berhubungan pada penerapan sebuah kebijakan, teori ini akan 

memberikan penilaian terhadap hasil sebuah kebijakan atau program. 

Dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi 

informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika kebijakan 

memiliki nilai maka hal tersebut akan memberikan sumbangan pada 

tujuan dan sasaran, dengan adanya analisis ini maka dapat dikatakan 

bahwa kebijakan telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna  yang 

juga berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau 

diatasi. 

                                                             
19

 William dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua (Gadjahmada 

Press.2003) hal 222 
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1. Pemantauan  

Pemantauan merupakan sebuah prosedur analisis kebijakn 

untuk menyampaikan informasi sebab akibat dari kebijakan public. 

Pemantauan merupakan cara untuk menjelaskan tindakan sebuah 

kebijakan di masa lalu hingg sekarang. Sulit untuk menyimpulak kinerja 

sebuah kebijakan menginngat sebuha kebijakan sangat fluktuatif jadi 

yang bisa memberikan nilai yang sistematis pada kinerja kebijakan 

hanyalah evaluasi kebijakan sedangkan pemantauan akan memberikan 

landasan metodologis. Pemantauan kebijakan setidaknya memainkan 4 

peran dalam analisis kebijakan public. Pertama, Kepatuhan ialah cara 

untuk mengetahui apakah para pelaksana kebijakan tersebut tetap 

mengikuti prosedur yang telah diterapkan oleh para legistator. Kedua. 

Pemeriksaan ialah cara untuk mengetahui apakah sumberdaya dan 

pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok atau individu telah 

sampai pada kepada mereka. Ketiga Akutansi ialah hasil dari 

pemantauan yang akan memberikan informasi mengenai perubahan 

pada social dan ekonomi setelah dilaksanakannya kebijakan tersebut. 

Keempat, Eksplanasi ialah cara untuk menjelaskan perbedaan hasil 

kebijakan berdasarkan informasi yang terkumpul selama melakukan 

proses pemantauan.  

Dalam memantau hasil kebijakan kita arus membedakan dua 

jenis akibat, yakni Keluaran dan dampak. Keluaran kebijakan adalah 

barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok 
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sasaran atau kelompok penerima. Sedangkan dampak kebijakan 

merupakan perbahan nyatapada tingkah laku atau sikap yang 

dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. Dalam pemantauan 

keluaran dan dampak kebijakan harus diingat bahwa kelompok sasaran 

tidak selalu merupakan kelompok penerima. Kelompok sasaran adalah 

individu,masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi dengan 

adanya kebijakan tersebut. Sedangkan kelompok penerima adalah 

individu, masyarakat atau organisasi yang menerima manfaat atau nilai 

dari keberadaan kebijakan tersebut 

2. Evaluasi 

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing 

masingmenunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil 

kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan 

dengan penaksiran, pemberian angka dan nilai. Dalam arti yang lebih 

spesifik evluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai niali 

atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataanya 

mempunyai nilai itu akan memberikan sumbangan informasi untuk 

bisamnegatakan kebijakan sudah mencapai tujuan dan sudah tepat 

sasaran.  Dengan begitu bisa dikatakan bahwa kebijakan sudah 

mencapai tingkat kinerja yang bermakna dan telah mengatasi masalah 

masalah yang ada.  Sifat evaluasi ada empat yakni: pertama, Fokus 

Nilai. Sebuah usaha pemberian nilai yang menyangkut keperluan atau 

nilai suatu kebijakan. Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan manfaat 
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atau kegunaan social suatu kebijakan bukan hanya sekedar 

mengumpulkan informasi mengenai apa yang tercapai dan tidak 

tercapai. Karena hasil dari sebuah kebijakan apakah itu tercapai atau 

tidak tercapai masih bisa dipertanyakan namun evauasi akan 

merangkum tujuan dan sasaran kebijakan beserta informasi dari 

lingkungan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Kedua, 

Independesi Fakta-Nilai. Artinya untuk menyatakan kebijakan telah 

mencapai tingkat kinerja yang tinggi atau rendah harus didukung oleh 

bukti dari hasil hasil kebijakan secara actual. Maka dari itu pemantaun 

merupakan prasyarat yang mutlak sebuah evaluasi kebijakan. Ketiga, 

Orientasi masa kini dan masa lampau, maksudnya ialah tuntutan 

evaluative, berbeda denagn tuntutan tuntutan advokatif yang diarahkan 

pada masa sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. 

Keempat, Dualitas nilai, maksudnya ialah nilai nilai yang mendasari 

tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka 

dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan 

rekomendasi sejauh berkenan dengan nilai yang ada dan dapat 

dikatakan sebagai intrinsic ataupun ekstrinsik. Nilai nilai sering ditata 

dalam satu hirarki yang merefleksikan kepentingan relative dan saling 

ketergantungan antar tujuan dan sasaran. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya perlu untuk dikemukakan dalam 

penelitian ini mengingat bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk 
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memberi sumbangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosial politik, 

selain itu hal ini juga berfungsi sebagai tambahan informasi mengenai 

sejauh apa penelitian yang terkait berkembang. Adapun beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini ialah: 

1.2.1. Penelitian yang dilakukan oleh Gustiana A. Kambo dan Muh. 

Kausar Bailusy dengan judul Komitmen Ekologis Pemerintah 

Daerah dalam Proses Kebijakan Publik dalam Pelaksanaan 

Otonomi Daerah Universitas Hasanuddin ( Makassar), 2009. 

Penelitian ini diarahkan untuk memahami kompleksitas 

dinamika  di seputar proses kebijakan public.Proses kebijakan 

public terdiri atas beberapa tahap yang masing-masing memiliki 

karakteristik dinamika yang berbeda.Hal ini juga terkait dengan 

aktor-aktor serta berbagai kepentingan berbeda. Kecenderungan 

tersebut juga terjadi dalam kebijakan pembangunan dari 

pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan di daerah sangat 

berorientasi kemajuan daerah dengan tolok ukur ekonomi. 

Dengan demikian kebijakan pembangunan daerah 

menempatkan aspek ekonomi sebagai salah satu pertimbangan 

utama. Kenyataan ini semakin menemukan ruangnya seiring 

dengan pelaksanaan otonomi daerah melalui undang-undang 

pemerintahan daerah nomor 32 tahun 2004. Melalui kebijakan 

otonomi daerah,pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk 

mengatur dan menjalankan daerahnya berdasarkan kondisi 
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masing-masing.Dengan demikian pemerintah daerah kemudian 

berlomba-lomba untuk melakukan pembangunan di 

daerahnya.Aspek penting dalam proses tersebut tentu saja 

aspek ekonomi. Kondisi ini kemudian cenderung meminggirkan 

aspek lain termasuk kelestarian lingkungan hidup.Kenyataan 

tersebut tentu saja berpotensi menimbulkan berbagai efek 

negative akibat tingkat kelestarian lingkungan semakin menurun. 

Hal inilah yang menjadi titik focus penelitian ini,yakni 

mencermati komitmen pemerintah terhadap lingkungan dalam 

hal ini pemerintah berada dalam posisi antara menekankan 

pembangunan berorientasi ekonomi atau mendorong upaya 

pelestarian lingkungan hidup yang juga terkait dengan 

keberlangsungan hidup masyarakat saat ini dan dimasa 

mendatang. Hasil akhir yang diharapkan adalah menemukan 

kondisi riil komitmen pemerintah dalam proses kebijakan public 

terkait dengan pembangunan di daerahnya. Hasil penelitian ini 

diharapkan akan menjadi salah satu persektif dalam mencermati 

dinamika kebijakan pembangunan daerah. 

1.2.2. Penelitian yang dilakukan oleh Yenawati yang berjudul 

“Peraturan Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011 tentang 

rencana tata ruang wilayah kabupaten rembang tahun 2011-

2031 dan eksistensi kawasan karst” universitas Gajah Mada, 

(Yogyakarta), 2019. 
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Ekosistem karst Indonesia yang luas dan tersebar di 5 

(lima) pulau besar dan beberapa di pulau kecilnya memiliki 

berbagai nilai strategis, seperti nilai ekonomi, ekologi, sosio-

budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Keunikan proses 

pembentukan bentang alam karst membuatnya berfungsi 

sebagai tandon air raksasa, sehingga menjamin pelestarian dan 

perlindungan serta pemanfaatannya merupakan kepentingan 

generasi mendatang. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui 

urgensi perlunya penetapan Kawasan Bentang Alam Karst di 

Kabupaten Rembang dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor 14 Tahhun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 serta kendala 

yang dihadapi Pemerintah Daerah terkait penetapan tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalan metode yuridis-

empiris yang didukung dengn data primer dan data sekunder. 

Adapun urgensi perlunya penetapan Kawasan Bentang Alam 

Karst di Kabupaten Rembang adalah tidak adanya status hukum 

perlindungan karst itu sendiri mengakibatkan dapat dilakukannya 

penambangan yang menimbulkan kerusakan hidrologi karst 

serta kerugian ekonomi. Terdapat 3 (tiga) kendala yang dihadapi 

Pemerintah Daerah, yakni: masalah penganggaran, munculnya 

pertambangan tanpa izin, dan masalah egosektoral yang dapat 
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diselesaikan dengan tetap memperhatikan asas keberlanjutan 

dalam penataan ruang. 

1.2.3. Penelitan yang dilakukan oleh Anak Agung Gde Putu Wahyura 

yang berjudul ” Defisit Demokrasi dalam Tarik Ulur Kebijakan 

Reklamasi Teluk Benoa Bali, Pergeseran Ruang Publlik dalam 

Tatanan Kebijakan Teknokratis vs Pluralis “ Universitas Gajah 

Mada, (Yogyakarta), 2015. 

Polemik reklamasi Teluk Benoa Bali berawal dari 

serangkaian kebijakan Gubernur Bali tentang kebijakan rencana 

pemanfaatan ruang dan wilayah perairan Teluk Benoa Bali. 

Penolakan kebijakan reklamasi Teluk Benoa yang disuarakan 

oleh Masyarakat Bali dikarenakan kebijakan Gubernur Bali 

hanya diputuskan sepihak oleh para penguasa di lingkaran elit 

Pemerintah Provinsi Bali. Kebijakan reklamasi Teluk Benoa yang 

diputuskan secara teknokratis cenderung melemahkan derajat 

demokrasi. Minimnya partisipasi publik dalam formulasi 

kebijakan reklamasi Teluk Benoa Bali mengakibatkan terjadinya 

konflik nilai dalam demorasi. Penolakan mengenai reklamasi 

Teluk Benoa Bali yang dikumandangkan masyarakat Bali 

dikarenakan tidak adanya akomodasi bagi publik pada saat 

formulasi kebijakan reklamasi Teluk Benoa, padahal peningkatan 

demokrasi di suatu negara dikatakan berhasil seiring dengan 

terciptanya good governance (hubungan masyarakat-



32 
 

pemerintah-swasta). Pengambilan kebijakan secara pluralis 

hadir sebagai kritik dari pengambilan kebijakan teknokratis yang 

terkadang membuat kebijakan hanya diabdikan untuk 

kepentingan tirani semata. Pendekatan pluralis menawarkan 

kebijakan yang komunikatif dan partisipatif guna 

mengakomodasi kepentingan publik. Permasalahan reklamasi 

Teluk Benoa Bali bukan hanya perdebatan tentang kebijakan 

teknokratis vs pluralis, tetapi ada tunggangan-tunggangan 

kepentingan politik dari elit Gubernur Bali yang memaksakan dan 

cenderung menutup-nutupi tercetusnya kebijakan reklamasi 

Teluk Benoa Bali. 

Terbentuknya civil society dalam menolak kebijakan 

reklamasi Teluk Benoa Bali, menjadi studi yang menarik untuk 

mengukur derajat demokrasi dalam kebijakan publik. Tarik-ulur 

kebijakan reklamasi Teluk Benoa Bali juga merupakan suatu 

perebutan ruang publik karena banyaknya kepentingan mulai 

dari pemerintah, swasta, partai politik yang cenderung 

mendistorsi peran publik. Hal inipun menyebabkan berubahnya 

makna dari ruang publik, yang bukan lagi ruang bagi publik untuk 

menyuarakan posisi tawar publik tetapi ruang perebutan 

kepentingan private antara penguasa dan investor. 

1.2.4. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Fatinaware yang berjudul “ 

Kebijakan Pengelolaan Ruang dan Keberlanjutan Kawasan 
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Ekosistem Karst Maros-Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan” 

Institut Pertanian Bogor, (Bogor), 2016 

Kawasan Karst Maros Pangkep dikenal dengan KKMP 

adalah ekosistem karst yang unik di Sulawesi Selatan. Bagian 

dari pegunungan Bulusaraung di Utara Kabupaten Maros dan 

bagian selatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 40.000 

ha dari kawasan karst kaya akan flora dan fauna, yang bernilai 

ilmiah, sosial, budaya dan ekonomi. Kawasan tersebut berada 

dibawah tekanan dari persaingan penggunaan kegiatan 

ekonomi, seperti pertambangan untuk industri semen dan 

marmer. Sekitar 20 ha KKMP masuk dalam kawasan Taman 

Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN BABUL) dengan 

keputusan menteri kehutan nomor: SK. 398/Menhut-II/2004 

seluas  43.750 Ha yang terbagi dalam Hutan Lindung  

21.343,10 Ha, Cagar Alam  10.282,65 Ha, TWA  1.624,25 Ha, 

Hutan produksi Terbatas  145 Ha, Hutan Produksi Tetap  

10.355 Ha. Kawasan karst Bantimurung Bulusaraung terbagi 

dalam lima unit kawasan konservasi dengan luas  11.906,9 Ha 

terdiri dari Cagar Alam Bantimurung, Cagar Alam Karaenta, 

Cagar Alam Bulusaraung, Taman Wisata Alam Bantimurung, 

dan Taman Wisata Alam Gua Pattunuang. Setengah dari luasan 

KKMP adalah area penggunaan lain. 
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Tulisan ini mencoba untuk: (1) Melakukan sintesis 

terhadap kawasan Bantimurung–Bulusaraung dalam lima tahun 

sebelumnya dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan ekosistem 

karst pada saat ini; (2) Menganalisis daya dukung lingkungan 

dan aspek sosial ekonomi kawasan yang berkelanjutan dalam 

pengelolaan ruang di kawasan karst. (3) Memberi rekomendasi 

pilihan kebijakan pengelolaan kawasan untuk keberlanjutan 

aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. 

Data dianalisis dengan menggunakan analisis spasial, anlaisis 

CIPP, dan Multi Kriteria OnBalance. 

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis spasial 

menunjukkan bahwa masih tidak konsisten dalam pengelolaan 

ruang, di kawasan lindung atau kawasan yang seharusnya 

dikonservasi masih ada aktifitas untuk penggunaan lain, 

khususnya izin pertambangan masuk dalam kawasan taman 

nasional. Hasil analisis CIPP, dukungan kelembagaan dan 

pendanaan, serta kerjasama multi pihak dalam pengelolaan 

KKMP termasuk dukungan legislatif di tingkat provinsi dan di dua 

kabupaten tersebut. Analisis multi kriteria OnBalance dengan 14 

belas kriteria dari dimensi lingkungan hidup, sosial – budaya, dan 

ekonomi menunjukkan kebijakan Business as Usual (BAU) atau 

model dalam pengelolaan KKMP yang sedang berlangsung tidak 

akan berkelanjutan dari dimensi Lingkungan, ataupun dimensi 
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ekonomi, dan dimensi sosial budaya. Studi ini menawarkan 

pengelolaan KKMP dengan pendekatan konservasi dan 

ekowisata berbasis masyarakat. 

1.2.5. Penelitian yang dilakukan oleh Pauzi Rizal (2014) “Efektivitas 

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Kehutanan Masyarakat 

Di Sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung 

Kabupaten Maros” Kebijakan pengelolaan kehutanan 

masyarakat di kabupaten Maros diatur dalam peraturan 

daerah nomor 5 tahun 2009. 

Kebijakan ini sangat penting karena kondisi Maros 

yang merupakan wilayah pengunungan dan terdapat banyak 

hutan. Selain itu terdapat Cagar Alam Karaenta yang 

merupakan hutan lindung yang menjadi penyangga 

ekosistem dan menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada 

didalamnya. Namun di tahun 2004 cagar alam ini berubah 

menjadi taman nasional Bantimurung Bulusaraung. Hal inilah 

yang kemudian menjadikan pengelolahan antara hutan 

masyarakat dan taman nasional perlu untuk mendapatkan 

perhatian khusus baik itu dalam hal regulasi, pelaksanaan 

kebijakan maupun pengawasan. Karena disatu sisi potensi 

kehutanan di kabupaten Maros sangat besar dan 

keberadaan Taman Nasional, namun justru kesejahteraan 

masyarakat kenyataannya kesejahteraan masyarakat 
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terancam. Tujuan penelitian ini adalah Untuk 

mendeskripsikan kebijakan, mengetahui Implementasi dan 

efektivitas kebijakan pengelolaan kehutanan masyarakat di 

sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung 

kabupaten Maros. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder. 

Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari 

hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari data 

pengolahan data dan observasi. Teknik analisis data dimulai 

dari pengumpulan informasi melalui wawancara dan pada 

tahap akhir dengan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian 

penulis dilapangan bahwa pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan kehutanan masyarakat di sekitar Taman 

Nasional Bantimurung Bulusaraung belum berjalan secara 

efektif. Hal ini karena keberadaan kebijakan ini belum 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar 

hutan secara signifikan dan konflik pengelolaan hutan 

masyarakat dan taman nasional juga belum terselesaikan. 

Konflik itu meliputi tapal batas taman nasional yang belum 

jelas, klaim kepemilikan lahan dan pelarangan masyarakat 

mengelola hasil hutan. 
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Ada pun faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan ini yaitu 

peraturan daerah ini belum dijabarkan dalam kebijakan yang lebih 

teknis, adanya tumpang tindih kebijakan antara Dinas kehutanan dan 

Perkebunan dengan pengelola Taman Nasional Bantimurung 

Bulusaraung, kurangnya sosialisasi kebijakan, terbatasnya sumber 

daya manusia dan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat akan 

aturan, tidak adanya program pengelolaan hasil hutan yang inovatif dan 

banyaknya instansi yang berkepentingan. 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir ini disusun sebagai landasan penelitian yaitu 

untuk menguji teori mengenai kebijakan publik terhadap penanganan 

kawasan karst di kabupaten Maros. Peran pemerintah dalam menjaga 

dan mengelola kawasan karst di wilayah Maros melalui Kebijakan 

publik yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengatur semua 

aktivitas yang ada dalam kawasan karst guna mengelola dan menjaga 

kelestarian karst. 

Lemahnya pengawasan dan sangsi yang akan diterima 

penambang atau pelanggar yang melakaukan aktivitas 

pengawahutanan di kawasan karst dan masih belum jelasnya aturan 

yang menegaskan batasan kawasan hutan lindung dan yang bukan 

kawasan lindung. Proses evaluasi terhadap peraturan yang 

menetapkan standar operasi di dalam kawasan karst dan proses 

pengawasan keberlangsungan aktivitas dalam kawasan karst perlu 
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dianalisis lebih jauh dengan memepertimbangkan dampak jangka 

panjang jika merusak sebagian dari kawasan karst mengingat kawasan 

karst adalah sebuah kesatuan dimana menghancurkan sebagain 

kawasan karst akan merusak keseimbangan rantai Lingkungan yang 

selama ini telah lama saling melengkapi. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyusun kerangka 

pemikiran penelitian ini sebagai berikut : 
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